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GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 26 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD}, perJu disusun Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana 

pembangunan tahunan daerah; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan 

Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 'beberapa 

kaJi diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri DaJam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2020; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tah·un 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Noroor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

f.L PP.catJJDHl Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang: 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, TaJnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6056); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan 

clan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6323); 

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

136); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tenta.ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah bebcrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

'2tn9 \Ber'ita Negara Repu·o·iiK ina.onesia ia'rran �i� ,h,mur 

611); 

16. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

17. Peraturan Dacrah Nomor 17 Tahun 2007 tcntang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2007 Nomor 17); 

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Dacrah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri 

E); 

19. Peraturan Daerah 

Pembentukan dan 

Nomor 14 Tahun 2016 

Susunan Perangkat Daerah 

ten tang 

Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2016 Nomor 14); 
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20. Peraturan Dae rah Nomor 1 Tahun 20 L 9 ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran 

Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor l); 

MEMUTUSKAN: 

Provinsi Sumatera 

Daerah Provinsi 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 

2020. 

Pasal l 

(1) Dengan Pcraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2020. 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tujuan untuk 

menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan 

yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan sekaligus 

dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pcmerintah Provinsi 

Sumatera Sclatan Tahun 2020. 

Pasal 2 

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2020, disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

a. Bab I: Pendahuluan; 

b. Bab II: Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Capaian Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan; 

c. Bab III: Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan 

Keuangan Daerah; 

d. Bab IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 

e. Bab V: Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota; 

f. Bab VJ: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 

g. Bab Vll: Kine1ja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

h. Bab VIII: Penutup. 

Pasal 3 

lsi beserta uraian naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 



I'

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSl SUMA'fERA SELATAN TAHUN2019·NOMOR 2.6.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25. Okto ben 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Olct@ber. 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasa) 5
Peraturan Gubernur irn mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing

berdasarkan program/ kegiatan dan pagu indikatif yang

terdapat dalarn Rencana KeJja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

urusan masing-masing

Kerja Pemerintah Daerah

melaksanakanwajib
Pasal4

(1)Kepala Perangkat Daerah
prograru/kegiatan berdasarkan

dengan mempedomani Rencana
(RKPD)ini.

(2)Kepala Perangkat Daerah melakukan penyesuaian/reviu
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. HERMAN DERU 
 
 

 
dto. 
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RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

H. HERMAN DERU

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dengan kaidah pelaksanaan seperti disebutkan di atas,
diharapkan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan
dengan balk, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan
dapat mewjudkan masyarakat yang sejahtera sebagai tujuan dari
pembangunan daerah.

1. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 merupakan dasar
Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2020 yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2020.

2. Seluruh kebijakan dan program yang tercantujn qaJam RKP_!)
Tahun 2020 selanjutnya akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah melaJui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)Perangkat Daerah
dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang
terpadu, berbasis kinerja dan menerapkan prinsip-prinsip
efisiensi, efektivitas, transparan, akuntabiJitas dan partisipasi.

3. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 memuat daftar
program dan kegiatan yang akan menjadi instrumen utama bagi
s~lunt~ j!l.iaran pe!1;l~rintah $lJ!11atera Se!~t{I.!! dalajn
meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan
administrasi pernerintahan dan peningkatan jangkauan dan rnutu
pelayanan kepada masyarakat.

4. Berbagai tantangan pembangunan harus dihadapi dengan bekerja
lebih keras dan lebih cerdas, memperkuat koordinasi dan sinergi
seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan
Pemerintah Pusat maupun dengan meningkatkan partisipasi
masyarakat sipil dan membangun kerjasama yang saling
mernberikan manfaat dengan para pelaku usaha.

5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Perangkat
Daerah di Iingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan wajib
melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan serta melak:ukan
tindakan koreksi yang diperlukan dalam bentuk laporan berkala
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta melakukan evaluasi pelaksanaan program RKPD.

 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. HERMAN DERU 
 
 


